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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia di tahun 1991 telah memberikan 

inspirasi kepada umat muslim tentang perlunya didirikannya asuransi syariah di 

Indonesia. Asuransi syariah (takaful) di Indonesia berkembang sangat pesat. 

Perkembangan yang pesat tersebut tidak lain karena mayoritas penduduk Indonesia 

adalah muslim, sehingga permintaan akan asuransi syariah tinggi. 1 

Asuransi merupakan sebuah perjanjian pihak yang menjamin kepada pihak 

yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang sebagai kompensasi atas suatu 

kerugian, yang suatu waktu akan dialami oleh yang dijamin akibat dari suatu 

peristiwa yang belum jelas.2 Pada dasarnya, tujuan dari asuransi ialah pengalihan 

terhadap risiko yang suatu waktu dapat terjadi kepada orang lain yang bersedia 

mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dialaminya. 3 Berbeda 

dengan asuransi syariah, selain bertujuan pengalihan terhadap risiko, asuransi 

syariah juga melaksanakan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip tolong 

menolong atau yang dalam Bahasa Arab disebut dengan ta‟awun.4 

Syariah Insurance (Asuransi Syariah) merupakan salah satu instrumen 

keuangan non bank yang dijadikan sebagai media bagi masyarakat dalam 

mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. 

 

 

1 Dwi Irawati, “Prospek Dan Tantangan Tafakul Di Era Masyarakat Ekonomi Asean 

Meal” Segmen: Jurnall Ma lnaljemen da ln Bisnis, Vol. 11, No. 3, 2015, hlm. 17. 
2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta, Intermassa, 1987, hlm. 1 
3 Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 2. 
4 Ibid. Hlm. 61. 
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Asuransi syariah merupakan alternatif bagi masyarakat muslim, yang menganggap 

bahwa asuransi konvensional hukumnya haram.5 

Prinsip tolong menolong yang menjadi tujuan utama asuransi syariah 

merupakan implementasi dari Firman Allah SWT., dalam Al Qur’an surat Al- 

Maidah ayat 2: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan 

dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” 

Peserta asuransi syariah saling tolong menolong dan melindungi melalui 

kontribusi ke Dana Tabarru. Dana tabarru adalah Kumpulan dana kebajikan dari 

uang kontribusi para peserta asuransi syariah yang setuju untuk saling bantu apabila 

terjadi risiko diantara mereka. Dana ini kemudian dikelola sesuai prinsip syariah 

dan di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menghadapi 

risiko tertentu. 6 

Eksistensi asuransi syariah terus tumbuh dan menunjukkan kontribusinya di 

pasar asuransi Indonesia. Sebagai negara muslim terbesar, yang memiliki populasi 

271 juta orang (Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia 

| Databooks 2016). Jumlah ini merupakan pasar potensial yang sangat besar untuk 

produk asuransi syariah. 7 

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi 

kepatuhan syariah (sharia compliance). Kepatuhan syariah adalah bagian penting 

bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun 

 

 

5 Hadi Daeng Mapuna, “Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya”, 

Jurnal Al-Risalah, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 160. 
6 Ibid. 
7 Dinna Miftakhul Jannah, dan Lucky Nugroho, “Strategi Meningkatkan Eksistensi 

Alsura lnsi Sya lria lh Di Indonesia l”, Jurnall Malneksi, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 169-176. 
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oprasionalnya. Hal itu didukung dengan adanya aturan mengenai keberadaan 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah. 8 

Pada tingkat nasional, regulasi asuransi di Indonesia diatur oleh Undang- 

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Perasuransian). Sementara itu, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 

2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disebut Qanun LKS), 

merupakan regulasi perasuransian khusus di Provinsi Aceh. Adanya perbedaan 

antara regulasi perasuransian tingkat nasional dengan Provinsi Aceh disebabkan 

adanya otonomi khusus Provinsi Aceh yang menjadikan provinsi ini memiliki 

kedudukan istimewa dalam konteks hukum di Indonesia. 9 

 

Berkaitan dengan substansi pengaturan pengawasan asuransi syariah, dalam 

Undang-Undang Perasuransian tidak disebutkan adanya lembaga yang mengawasi 

asuransi syariah dalam penerapan prinsip syariah. Padahal Undang- Undang 

Perasuransian merupakan peraturan yang menduduki peringkat ke-3 (tiga) dalam 

hierarki perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu, bila dibandingkan 

dengan Qanun LKS yang merupakan peraturan dibawah Undang- Undang 

Perasuransian yang setara dengan Perda Provinsi, lembaga yang bertugas 

mengawasi penerapan prinsip syariah pada asuransi syariah tertulis dengan jelas. 

Kedua peraturan ini, yaitu Undang-Undang Perasuransian dan Qanun LKS, 

menciptakan dua kerangka hukum yang berbeda dalam mengawasi asuransi syariah 

di Indonesia. Hal ini menciptakan situasi yang menarik, dimana peraturan 

 

8 Lukman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan 

Sya lria lh”, Jurna ll Hukum Ius Quia l Iustum, Vol. 23, No. 1, 2016, hlm. 77-96. 
9 Arisa Arispen, dan Dewi Rahmi, “Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli 

Da leralh terha lda lp Indeks Pemba lnguna ln Ma lnusia l di Provinsi Alceh Ta lhun 2008-2020”, Jurnall Riset 

Ilmu Ekonomi da ln Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 75-81. 
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yang lebih rendah mampu menciptakan kerangka hukum yang lebih lengkap 

dibandingkan dengan peraturan yang berada di atasnya. 

Perbandingan hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang filosofis, 

dengan tujuan untuk memahami data-data hukum dengan lebih baik. 10 

Perbandingan hukum dilakukan guna pencarian terhadap norma hukum dengan 

adanya suatu kasus tertentu yang ingin dipecahkan. 11 Pada penelitian ini 

diharapkan nantinya didapati kesimpulan yang akan menjawab permasalahan 

dengan membandingkan antara Qanun LKS dan Undang-Undang Perasuransian. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih 

memahami pembahasan perlu kiranya ditemukan beberapa permasalahan yang 

timbul dalam “Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah dalam Qanun 

Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang- 

Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian” 

B. Rumusan Masalah 
 

 

dalam Undang-Undang Perasuransian? 

 

2. Bagaimanakah prilnsilp pelngawasan asuransi l syari lah yang terdapat dalam 

Qanun LKS dan Undang-Undang Pelrasuransilan? 

 

 

 

 

 

10 Rodolfo Sacco, “Legal Formants: a Dynamic Approach to Comparative Law 

(Installment I of II),” The American Journal of Comparative Law, Vol. 39, No. 1, 1991, hlm. 4-5. 
11 Ratno Lukito, “Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di 

Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 257-291. 

1. Bagai lmanakah pelrbandi lngan pengawasan Dewan Syariah Aceh (DSA) 

dalam Qanun LKS de lngan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
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C. Ruang Lingkup Penelitian 

Guna pelmbahasan pelrmasalahan dalam pe lne lli lti lan i lni l  tildak melngalami l  

pelrluasan kontelks dan agar lelbi lh fokus selcara me lndalam, maka ruang lilngkupnya 

adalah telntang Anali lsi ls Pelrbandilngan Pe lngawasan Asuransil  Syarilah dalam Qanun 

Acelh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang- 

Undang No. 40 Tahun 2014 telntang Pelrasuransi lan. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat pe lne lli lti lan i lni l adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui perbandingan pengawasan Dewan Syariah Aceh 
 

Syariah (DPS) dalam Undang-Undang Perasuransian. 

2. prilnsi lp pelngawasan asuransil  syarilah yang terdapat 

 

dalam Qanun LKS dan Undang-Undang Pelrasuransilan. 

 

E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teloriltils 
 

 

 

 

 

 

 

2. Manfaat Praktils 

(DSA) dalam Qanun LKS delngan pengawasan Dewan Pengawas 

Selcara teloriltils pelnelliltilan i lni l  dilharapkan dapat melnjadi l kontrilbusil  pelntilng 

dalam liltelratur hukum pelrasuransi lan dan asuransi l syari lah de lngan melmbelrilkan 

pelmahaman yang le lbi lh dalam telntang pelrbandingan antara relgulasi l  asuransil  

syari lah di l ti lngkat daelrah (Qanun Ace lh Nomor 11 Tahun 2018 Telntang Lelmbaga 

Kauangan Syari lah) dan relgulasil nasi lonal (Undang-Undang No. 40 Tahun 2014). 

Guna melnjadi l  re lfe lrelnsil   bagil   pelne lliltil   dan akadelmi lsi l   yang telrtarilk dalam studil  

komparatilf melnge lnail  pelraturan asuransil syarilah. 
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Pe lne lli lti lan i lni l dilharapkan melmbelrilkan tambahan pelnge ltahuan selputar 

hukum asuransi l  syarilah khusunya telntang pelrbandilngan antara pri lnsi lp 

pelngawasan yang terdapat dalam relgulasil  asuransil  syarilah di l tilngkat daelrah 

(Qanun LKS) dan re lgulasi l nasi lonal (Undang-Undang Perasuransian). Supaya 

dapat melnjadil bahan rujukan selrta re lfe lre lnsi l  dalam melnjawab pelrmasalahan yang 

ada dil  kalangan mahasilswa maupun masyarakat telntang hukum asuransi l syari lah. 

F. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, dan Bentuk Penelitian 

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif dengan je lrnils 

pe lrne lrli ltilan hukum yuridis normatif. Pe lrne lrlilti lan yurri ldi ls normati lf adalah 

pelrne lrli lti lan hurkurm kelrpurstakaan yang me lrne lrli lti l  belrrdasarkan bahan-bahan Pu rstaka 

ataur  data serkurnderr. Je lrnils pe lrne lrlilti lan hurkurm normatilf i lni l dildasarkan kelrpada bahan 

hurkurm prilmelrr maurpurn bahan hurkurm se lrkurndelrr, yai ltur  pelrnelrli ltilan yang melrngacu r  

kelrpada norma yang telrrdapat dalam pelrraturran pelrrurndang-u rndangan. 

Dalam pelrnelrliltilan ilni l melrnggu rnakan melrtode lr   pelrndelrkatan Undang-Undang 

 

(Statute Approach) dan perbandingan (Comparative Approach). Pelrnde lrkatan 

Undang-Undang yai ltur  pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa 

aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pe lrnde lrkatan 

perbandingan yai ltur  pe lrnde lrkatan yang dillakurkan delrngan cara membandingkan 

peraturan perundang-undangan yang ada. 12 

2. Sifat Penelitian 
 

 

 

12 Peter Ma lhmud Ma lrzuki, Penelitia ln Hukum, Prena lda l  Media l, Ja lka lrta l, 2016, hlm. 22-24. 
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Pernerlitian ini adalah pernerlitian derskriptif, artinya pernerlitian yang 

mernggambarkan objerk terrterntur  dan mernjerlaskan hal-hal yang terrkait derngan atau r  

merlurkiskan sercara sistermatis fakta-fakta ataur  karakterristik popurlasi terrterntur  dalam 

bidang terrterntu r  sercara faktural dan cerrmat. 

3. Sumber Data Penelitian 

Adapurn yang melrnjadi l surmbe lrr bahan hurkurm pada pelrne lrliltilan i lni l yailtur: 

 

a. Bahan Hurkurm Prilmelrr 

 

Bahan Hu rku rm Pri lmelrr melrrurpakan bahan hu rku rm urtama, yailtu r  se lrlurru rh 

kelrbi ljakan pelrraturran pelrrurndang-u rndangan dan selrgala dokurmelrntasi l yang melrmu rat 

kelrte lrntu ran hurkurm. Selrlailn i ltur  bahan hurkurm prilmelrr dalam pelrne lrli lti lan yailtur  bahan 

hurkurm yang me lrngilkat yakni l pe lrratu rran pelrrurndangan-urndangan yang te lrrkai lt 

delrngan hurkurm pelrrasurransi lan, yailtur  Kitab Urndang-Urndang Hurkurm Dagang, Kitab 

Urndang-Urndang Hu rku rm Perrdata, Urndang-Urndang Nomor 40 Tahurn 2014 telrntang 

Pelrrasurransi lan, Qanu rn Ace lrh Nomor 11 Tahurn 2018 Telrntang Lelrmbaga Ke lrurangan 

Syari lah, Fatwa Derwan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUrI/X/2001 terntang 

Perdoman Urmurm Asurransi Syariah, Perraturran Otoritas Jasa Kerurangan Nomor 

43/POJK.05/2019 Terntang Tata Kerlola Perrursahaan Yang Baik Bagi Perrursahaan 

Perrasurransian, Perraturran Gurberrnurr Acerh Nomor 56 Tahurn 2020 terntang Derwan 

Syariah Acerh, U rndang-U rndang Nomor 40 Tahu rn 2007 terntang Perrserroan 

Terrbatas, Urndang-U rndang Nomor 21 Tahurn 2008 terntang Perrbankan Syariah, dan 

Perraturran Permerrintah Nomor 87 Tahurn 2019 Terntang Perrursahaan Perrasu rransian 

b. Bahan Hurkurm Selrkurndelrr 
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Bahan hurkurm se lrkurnde lrr yai ltur  bahan hurkurm be lrru rpa dokurmelrn kelrillmu ran 

yang melrmbelrrilkan pelrnje lrlasan telrrhadap bahan hurkurm prilmelrr. Dalam pernerlitian ini 

Pernerliti mernggu rnakan bahan hurkurm serkurnderr se lrpe lrrti l  burkur-bu rkur  hurkurm, ju rrnal 

hukum, hasil penelitian, skripsi, dan artikel hukum.13 

c. Bahan Hurkurm Telrrsi lelrr 

 

Bahan hurkurm te lrrsi le lrr yai ltur  bahan yang me lrmbelrri lkan delrskrilpsi l  hal telrrkai lt 

bahan hurkurm prilmelrr selrrta se lrku rndelrr. Contoh bahan hurkurm te lrrsi le lrr yailtur  Kamurs 

Belrsar Bahasa Ilndonelrsi la, I lnggrils-Ilndonelrsi la, kamu rs hurkurm, ilntelrrnelrt, arti lkelrl onlilnelr  

dan selrbagailnya. Dalam pelrnelrliltilan ilni l pelrnu rlils melrnarilk bahan hurkurm telrrsilelrr yang 

asalnya dari l arti lkelrl onlilne lr, i lnformasi l di l  me lrdi la ce lrtak bahkan asurmsil yang ramai l  

dilpurblilkasilkan ke lr  melrdila. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Telrknilk pelrngurmpu rlan data melrrurpakan kilat yang dillakurkan olelrh Pe lrne lrli lti l  

gurna melrngurmpurlkan data. Cara pe lrngurmpurlan data pada pelrne lrlilti lan i lni l  dillakurkan 

melrlaluril  telrknilk pe lrne lrli ltilan kelrpu rstakaan (lilbrary relrselrarch), yang dillaku rkan delrngan 

cara melrlakurkan sturdil  pu rstaka telrrhadap bahan-bahan hurkurm, bailk hurkurm prilmelrr, 

se lrkurnde lrr, maurpurn te lrrsilelrr gu rna me lrngurtilp re lrfe lrre lrnsi l yang belrrkailtan delrngan jurdurl 

pelrnelrliltilan. 

5. Analisis Data 

Telrknilk analilsils data yang dilgurnakan dalam pe lrnelrli ltilan i lni l  adalah kuraliltatilf, 

 

yailtur  suratur me lrtode lr analilsils data delrskrilptilf analiltils yang me lrngacur  pada suratur  

 
 
 
 

 

13 Ibid hlm. 142. 
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masalah telrrte lrntur  yang kelrmurdilan dilkailtkan delrngan li lte lrraturr ataur  pelrndapat pakar 

hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14 

Pada pelrne lrli lti lan hurkurm normatilf, pe lrnge lrlolaan data hakilkatnya melrrurpakan 

su ratur  kelrgilatan u rntu rk melrngadakan silstelrmatilsasil  telrrhadap bahan-bahan hu rku rm 

telrrturlils. Silstelrmatilsasil telrrselrburt belrrartil melrmburat klasilfilkasil telrrhadap bahan-bahan 

hurkurm telrrtu rlils te lrrselrburt urnturk melrmurdahkan pelrke lrrjaan analilsils dan konstrurksil  

yang diinginkan oleh Peneliti. 15 

Serterlah dilaku rkan perngurmpurlan data, serlanjurtnya diserlerksi, diklasifikasi, 

dan disursurn dalam be rnturk narasi. Perngolahan data yang terlah dilakurkan 

mernggu rnakan mertoder  berrfikir derdurktif, kermurdian disatu rkan dalam satur  bernturk 

karya ilmiah. 16 

Mertoder  berrfikir derdurktif yaitur  cara berrfikir dalam pernarikan kersimpurlan 

yang ditarik dari se rsuratur  yang sifatnya urmurm yang su rdah diburktikan 

kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.17 

Serbagai proserdu rr pernerlitian yang mernghasilkan data derskriptif be rrurpa 

perngurmpurlan terrturlis pernerlitian kerpurstakaan dianalisis sercara ku ralitatif. 

Tinjauan Pustaka 

 

1. Pengertian Asuransi 
 

 

 

 

 

 

 

14 Soerjono Soeka lnto daln Sri Ma lmudji, Penelitialn Hukum Norma ltif Sualtu Tinja lualn 

Singkalt, Ralja lwalli Press, Jalka lrtal, 1990, hlm. 29. 
15 Ibid, hlm. 251-252. 
16 Ibid 
17 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 

2002, hlm. 23 
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Istilah asuransi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu assurantie.18 Menurut 

Wilrjono Projodilkoro, asurransil  adalah suratur  pelrrse lrtu rju ran pelrnjamilnan, antara pilhak 

yang melrnjamiln kelrpada pilhak yang diljamilnkan, urnturk melrnelrrilma selrjurmlah pre lrmi l  

lrbagail pelrnggantil suratur  kelrrurgilan akilbat adanya suratur pelrrilstilwa kelrrurgilan. 

 

Murhammad Mu rsle lrhu rddiln, dalam burkurnya I lnsu rrancer l and Ilslamilc Law 

melrngadopsil pe lrnge lrrti lan asurransi l dari l Er lncycloper ldila Bri ltani lca se lrbagai l su ratu r  

pelrrselrdilaan yang dilsilapkan ole lrh se lrkelrlompok orang yang telrrtilmpa ke lrrurgilan, gurna 

melrnghadapi l  kelrjadilan yang tildak je lrlas dilramalkan. Me lrnurrurtnya, apabilla kelrru rgilan 

telrrselrburt melrnilmpa salah selrorang diar i  melrre lrka, maka belrban kelrrurgilan telrrselrburt akan 

lselrbarkan kelr  selrlurrurh kelrlompok. 

 

Melrnurrurt Abbas Sali lm, asu rransil dilartilkan selrbagai l  suratur kelrmauran urnturk 

melrnelrtapkan kelrrurgilan-kelrrurgilan kelrci ll (selrdilkilt) yang surdah pasti l selrbagail (surbstansil) 

lrrurgi lan-kelrrurgi lan yang belrlurm pastil. 

 

Pelrngelrrtilan asurransil melrnu rru rt Kiltab Urndang-Urndang Hurkurm Dagang Pasal 

246 yailtur  “suratur  pelrrjanjilan, delrngan mana selrorang pelrnanggurng me lrngilkatkan dilri l 

kelrpada selrorang telrrtanggu rng delrngan suratur  pre lrmi l urnturk melrmbelrrilkan pelrnggantilan 

kelrpadanya karelrna suratur kelrrurgi lan, kelrrursakan atau r  kelrhillangan kelrurnturngan yang tak 

dilharapkan, yang murngki ln akan di ldelrri ltanya karelrna suratur  pelrri lstilwa tak telrrtelrntu r.” 

I lstillah asu rransil  di lke lrnal pelrrtama kalil  dil  be lrnura Elrropa telrpatnya Elrropa Barat 

pada abad pelrrtelrngahan yang belrru rpa asurransil kelrbakaran. Lalur  pada abad ke lr  13-14, 

 

18 Wirjono Projodikoro, Op., Cit., hlm. 1. 
19 Zainuddin Ali, Op., Cit., hlm. 1. 
20 Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016, 

hlm. 1-2. 
21 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, 

hlm. 1. 
l l l l l l l                  l l             l l l                 l l                 l l 
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lr lr               r r l l 

su 
24

 

l l 
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selrilrilng delrngan pelrrkelrmbangan lalur  lilntas pelrrhurburngan antarpu rlau r, maka 

belrrkelrmbang pu rla asu rransil pelrngangku rtan lau rt. Selrme lrntara urnturk asu rransil jilwa iltur  

lrndi lri l baru r  di lkelrnal pelrrtama kalil pada abad kelr-19. 

 

Pada dasarnya, tu rju ran dari l pada asurransi l ilalah melrngalilhkan rilsi lko yang 

diltilmburlkan apabilla telrrjadi lnya pelrrilstilwa-pelrri lstilwa yang tak dilharapkan ke lrpada 

orang lailn yang belrrselrdila melrnanggurng rilsilko telrrselrburt delrngan melrngambill kelrrurgilan 

yang di ldelrri ltanya. Pilhak pelrrursahaan yang melrnanggurng ri lsi lko te lrrse lrburt telrnturnya 

burkan hanya se lrmata-mata delrmil alasan ke lrmanu rsi laan saja, melrlai lnkan karelrna 

adanya celah keuntungan yang dapat diambil.23 

Adapurn pelrngelrrtilan pelrru rsahaan asurransil belrrbelrnturk ursaha belrrsama melrnurrurt 

Pelrraturran Pelrmelrrilntah Nomor 87 Tahurn 2019 telrntang Pe lrrursahaan Pelrrasurransi lan 

adalah badan hu rku rm yang melrnye lrlelrnggarakan ursaha asurransi l  dan di lmi lli lki l  ole lrh 

anggota yang telrlah ada pada saat Urndang-Urndang Pelrrasurransilan dilurndangkan. 

2. Dasar Hukum Asuransi 

Se lrbagail  su ratu r  pelrrjanji lan, ke lrgilatan pelrrasurransilan dilaturr dalam Ki ltab 

Urndang-Urndang Hurkurm Pelrrdata dan Kiltab Urndang-Urndang Hurkurm Dagang pada 

Burkur  Il Ti lte lrl I lX dan Ti lte lrl X dan Burkur  I lI l. Selrbagai l  su ratu r  bilsnils, kelrgilatan 

pelrrasurransilan di laturr dalam Urndang-Urndang Pelrrasurransilan be lrse lrrta se lrgala 

pelrraturran pelrlaksanaan dan tu rru rnannya. Dilsampilng hurkurm telrrtu rlils telrrselrburt, 

rmbe lrr lailnnya adalah Hurkurm Kelrbilasaan. 

Pelrraturran pelrrurndang-urndangan telrntang pelrrasurransilan di l Ilndonelrsi la dilaturr 

dalam bel rbelrrapa telrmpat. Dalam Kitab Urndang-Urndang Hu rku rm Dagang (KUrHD) 
 

22 Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm. 1. 
23 Ibid. 
24 Junaidi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5. 
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r r r 

KU 26 

ke 
27

 

 

 

 

 

ada dura cara pel rngaturran asurransil, yailtur  pel rngaturran yang belrrsilfat u rmu rm dan yang 

belrsilfat khusus. 25 

Perngaturran yang berrsifat urmurm terrdapat dalam Burkur  1 Bab IX Pasal 246- 

286 KU rHD yang berrlakur  bagi sermu ra jernis asu rransi, baik yang surdah diaturr dalam 

KUrHD maurpurn yang diatu rr di lurar KUrHD, kercurali jilka sercara khursurs diternturkan 

lain. Perngaturran yang berrsifat khursurs terrdapat dalam Burkur  I Bab X Pasal 287-308 

KU rHD dan Burkur  II Bab IX dan X Pasal 592-695 KU rHD derngan rincian selrbagai 

berriku rt: 

(a) Asurransi kel rbakaran Pasal 287-298 KUrHD, 

 

(b) Asurransi hasil perrtanian Pasal 299-301 KUrHD, 

 

(c) Asurransi jiwa Pasal 302-308 KUrHD, 

 

(d) Asurransi perngkurtan laurt dan perrburdakan Pasal 592-685 KUrHD, dan 

 

(er) Asurransi perngangkurt darat, surngai dan perrairan perdalaman Pasal 686-695 

 

rHD. 

 

Derngan berrlaku rnya Urndang-U rndang Perrasurransian dan perru rndang- 

urndangan turrurnannya disamping kerternturan dalam KUrHD, maka dianggap cu rku rp 

mermadai aturran hu rku rm yang merngaturr terntang perrasu rransian, baik dari sergi 

rperrdataan maurpurn dari sergi purblilc admilnilstrarilf. 

 

Sermerntara iltur, dasar hu rkurm asurransi l syarilah yang di lbe lrnturk di l Provi lnsi l  

Acelrh selrbagai l Provilnsil yang di li lstilmelrwakan belrrbelrda delrngan dasar hurkurm yang ada dil 

Ilndonelrsila. Hal i lni l  selrbagailmana yang telrrturang dil  dalam Qanurn LKS. 

 

25 Muha lmma ld A ljib, Alsuralnsi Syalrialh, Ruma lh Fiqih Publishing, Jalka lrta l, 2019, hlm. 27. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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Pasal 7 ayat (3) hu rrurf a, Qanurn LKS, melrnye lrbu rtkan bahwa asurransi l syarilah 

melrru rpakan Le lrmbaga Ke lru rangan Non-Bank Syari lah. Lalur  pada Pasal 21 ayat (1) 

Qanurn LKS diljelrlaskan telrntang pe lrnge lrrti lan asurransil  syari lah, yaitur  “Asurransi 

syariah merru rpakan suratur  u rsaha yang saling merlindurngi dan tolong mernolong 

diantara serjurmlah orang/pihak merlalu ri inverstasi yang berrberntu rk assert dan/atau r  

tabarrurj‟ (tolong mernolong) u rnturk mernghadapi risiko yang sersurai derngan syariah. 

3. Asuransi Syariah 

Asurransil syarilah selrbagai l  bagilan daril  e lrkonomi l syarilah telrlah lelrbi lh dahurlu r  

di laturr dalam pelrraturran pelrrurndang-u rndangan dilbandilngkan delrngan pelrngaturrannya 

dalam Urndang-Urndang Pelrrasurransilan. Surbstansi l pelrngaturran asurransi l  syarilah 

me lrnurrurt Urndang-U rndang Perrasurransian belrrkelrnaan delrngan pelrnyelrlelrsai lan selrngkelrta 

pelrrasu rransi lan syari lah yang me lrnurrurt Pasal 54 ayat (1) Urndang-Urndang 

Perrasurransian, dilnyatakan bahwa: 

“Pelrrursahaan asu rransil, pelrrursahaan asurransil syarilah, pelrrursahaan relrasurransi l, 

dan pelrrursahaan relrasurransi l syarilah wajilb melrnjadi l selrngkelrta lelrmbaga melrdi lasi l  

yang be lrrfurngsi l melrlakurkan pelrnye lrlelrsai lan se lrngke lrta antara pelrrursahaan asu rransil, 

pelrrursahaan asurransi l  syarilah, pelrrursahaan relrasurransi l, dan pelrrursahaan 

relrasurransil syarilah dan pelrmelrgang polils, telrrtanggurng, pelrselrrta, ataur  pilhak lailn 

yang belrrhak me lrmpelrrolelrh manfaat asurransil.” 

 

Me lrnurrurt Fatwa De lrwan Syari lah Nasilonal, No. 21/DSN/MUrI l/X/2001 

telrntang Pelrdoman Urmurm Asurransi l  Syarilah melrnyatakan bahwa yang di lmaksu rd 

delrngan asurransi l  syarilah adalah ursaha salilng me lrlilndurngi l dan tolong melrnolong 

dilantara se lrjurmlah orang/pilhak. Hal i lni l dillakurkan me lrlalu ri l ilnvelrstasi l asselrt dan/atau r 
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me 
28

 

Fu 
29

 

l l l l l l l l l l l 

l l 

 
 
 
 

 

tabarrur’ yang melrmbelrrilkan pola pelrngelrmbali lan urnturk melrnghadapil rilsilko telrrtelrntu r  

 

lrlaluri l akad pelrrilkatan yang selrsu rail delrngan syarilah. 

 

Terrdapat pelrrbelrdaan yang sangat me lrncolok antara praktik ke lrdura macam 

asurransi l yaitur  asurransi l  syarilah delrngan asurransi l konve lrnsi lonal. Asurransi l syarilah 

melrmi lli lki l konselrp tolong me lrnolong antar selrsama se lrsurai l ajaran syarilat. Selrdangkan 

asurransil  konvelrnsi lonal hanya me lrmillilkil  orilelrntasil  profilt pelrrursahaan de lrmi l  

melrngambill kelru rnturngan yang belrsar me lrlaluri l ilnve lrstasil  yang telrrkadang masi lh 

di lragurkan kelrhalalannya. 

Pelrrursahaan asurransi l syarilah saat ilni l surdah banyak belrrkelrmbang pelrsat di l  

Ilndonelrsi la karelrna belrbe lrrapa hal, di lantaranya karelrna jurmlah pelrndurdurk di l  Ilndone lrsi la 

mayoriltas belrragama i lslam. Belrrdasarkan data yang di lpe lrrole lrh pada tahurn 2019, 

jurmlah pe lrlakur  asurransi l syarilah se lrcara ke lrse lrlurrurhan total 62 (ernam pu rlurh dura) 

pelrrursahaan, 13 (tiga berlas) dilantaranya melrrurpakan pelrrursahaan asurransil syarilah 

rll Fle lrdger ld dan 49 di lantaranya melrrurpakan urnilt u rsaha syarilah. 

 

4. Pengawasan Prinsip Syariah 

Urnturk me lrnjalankan furngsil  ke lrlelrmbagaan asurransi l  syarilah agar ti ldak 

melrnyi lmpang dari l turnturtan syarilah ilslam, maka pe lrrlur  adanya delrwan pelrngawas 

syarilah. Delrwan syarilah melrrurpakan se lrburah Lelrmbaga yang be lrrpe lrran dalam 

melrnjamiln kelr-ilslaman kelrurangan syarilah dilse lrlurrurh durnila. Dil Ilndonelrsi la pelrran ilnil  

 
 
 
 

 

28 DSN-MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi 

Revisi, DSN-MUI, Jakarta, 2006, hlm. 127. 
29 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, 

Direktora lt Sta ltistik daln Informa lsi IKNB, Ja lka lrta l, 2019, hlm. 12 

l 
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diljalankan ole lrh De lrwan Syarilah Nasilonal (DSN) yang di lbe lrnturk olelrh Majelrli ls 

Ulama Indonesia (MUI).30 

Selrbagail  lelrmbaga yang me lrmi lli lki l turgas me lrngu rru rsil  pelrrsoalan-pelrrsoalan 

kelragamaan I lslam, Majelrlils Urlama Ilndone lrsila (MU rIl) jurga belrrtanggu rng jawab atas 

pelrngawasan lelrmbaga-lelrmbaga ke lrurangan syarilah di l I lndonelrsila. Belrrawal daril  

belrrmurncurlannya Delrwan Pelrngawas Syari lah (DPS) dil  belrbelrrapa lelrmbaga kelrurangan 

syari lah yang dil belrntu rk olelrh lelrmbaga kelrurangan i ltur  selrndilril, maka Majelrlils Urlama 

Ilndonelrsila (MUrIl) se lrbagail  payurng dari l  lelrmbaga dan organi lsasi l ke lr-I lslaman di l  

Ilndone lrsila melrnganggap pelrnti lng di lbelrnturknya suratur  Delrwan Pelrngawas Syarilah 

(DPS) yang belrrsilfat nasilonal yang melrngawasi l  kilnelrrja lelrmbaga kelrurangan syarilah. 

31 
 

 

Pelrngawasan (control) dalam ajaran Ilslam (hu rku rm syarilah), te lrrbagi l  

melrnjadi l dura hal, yailtu r  : 

(1) Kontrol yang belrrasal daril  dilril se lrndilril yang belrrsu rmbelrr daril taurhi ld dan 

kelrilmanan kelrpada Allah SWT., 

(2) Pelrngawasan daril pelrmilmpiln yang belrrkailtan delrngan pe lrnyelrlelrsailan tu rgas 

yang telrlah di ldelrlelrgasi lkan, ke lrse lrsurai lan antara pelrnyelrlelrsailan tu rgas dan 

lrrelrncanaan turgas, dan lailn-lailn. 

 

Delrwan Pelrngawas Syarilah (DPS) adalah lelrmbaga i lnde lrpe lrnde lrn ataur  jurrils 

khursurs dalam fi lqh mu ramalah. Namurn Delrwan Pelrngawas Syarilah (DPS) bi lsa jurga 

 

 

 

30 Ra lhma ld Ilya ls, “Pera ln Dewa ln Penga lwa ls Sya lria lh da lla lm Perba lnkaln Sya lrialh”, Jurna ll 

Perba lnka ln Sya lria lh, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 44. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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l l 

 

 

 

 

belrranggota dil  lurar ahlil filqh te lrtapil  me lrmilli lki l kelrahlilan dalam bildang lelrmbaga 

 

lrurangan I lslam. 

 

Mernu rru rt U rU r  No. 21 Tahurn 2008 terntang perrbankan syariah ataur  lermbaga 

kerurangan syariah, sertiap bank Islam ataur  lermbaga kerurangan Islam di indonersia, 

Bank Urmurm Syariah (BU rS) mau rpu rn U rnit U rsaha Syariah (UrUrS), wajib 

mermberntu rk Derwan Perngawas Syariah, yang sercara urmurm berrturgas urnturk 

mermberrikan nasihat serrta saran kerpada direrksi serrta merngawasi kergiatan bank 

agar tidak melenceng dari prinsip syariah. 34 

Delrwan Syarilah Nasilonal (DSN) dilbelrntu rk olelrh Majelrli ls Urlama Ilndone lrsila 

(MU rIl) yang belrrturgas dan melrmi llilki l welrwelrnang urnturk melrmasti lkan ke lrse lrsu railan 

antara produrk jasa, dan ke lrgi latan ursaha lelrmbaga kelru rangann syari lah (bank, 

asurransil, relrksadana, modal velrnturra, dan se lrbagailnya) de lrngan pri lnsi lp syarilah. Ada 

ti lga hal yang melrlatarbelrlakangil  pelrmbelrntu rkan De lrwan Syarilah Nasilonal (DSN), 

yailtu r: 

(a) Melrwu rjurdkan aspi lrasi l urmat Ilslam me lrnge lrnail  masalah pelrrelrkonomi lan dan 

melrndorong pe lrne lrrapan ajaran Ilslam dalam bi ldang pe lrre lrkonomi lan yang 

dillaksanakan se lrsurai l  delrngan turnturtan syarilat I lslam, 

(b)  E lrfilsile lrnsi l  dan koordi lnasi l  para urlama dalam melrnanggapil  i lsur-ilsur  yang 

belrrhurburngan delrngan masalah elrkonomil, 

(c) Melrndorong pelrnelrrapan ajaran Ilslam dalam kelrhildu rpan elrkonomil  dan 

 

lrurangan. 
 

 

33 Ibid. 
34 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana Bank 

Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hlm. 2. 
35 Rahmad Ilyas, Op. Cit., hlm. 45. 
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Furngsi l urtama Delrwan Syarilah Nasilonal (DSN) adalah melrngawasi l produrk- 

produrk lelrmbaga ke lrurangan syarilah agar se lrsurai l delrngan pri lnsi lp-prilnsilp syarilah 

I lslam. U rnturk i ltur  Delrwan Syarilah Nasilonal (DSN) melrmburat guri lde r lli lne r ls produ rk 

syarilah yang di lambill dari l  su rmbelrr-surmbe lrr hurku rm Ilslam. Furngsil  lai ln Delrwan 

Syarilah Nasilonal (DSN) adalah me lrne lrli lti l dan me lrmbe lrril  fatwa bagi l produ rk-produrk 

yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.36 

Selrmelrntara i ltur, pelrmbelrntu rkan Delrwan Pelrngawas Syarilah (DPS) ole lrh 

Lelrmbaga Kelrurangan Syarilah (LKS) dil  Provilnsil  Acelrh adalah wajilb hurkurmnya. Hal 

ilni l  te lrrtu rang pada Pasal 42 Ayat (1) Qanurn LKS, yaitur: “Urntu rk merlakurkan 

kergiatan ursaha berrdasarkan Prinsip Syariah serbagaimana dimaksurd dalam Pasal 41 

ayat (2) LKS wajib mermberntu rk DPS”. 

5. Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan 

Syariah 

Konstiltursil Ilndone lrsila, yakni l pada Pasal 18 ayat (6) Urndang-Urndang Dasar 

Nelrgara I lndonelrsi la 1945 telrlah melrmbelrri lkan kelrwelrnangan kelrpada pelrmelrri lntahan 

dae lrrah u rnturk melrnelrtapkan pelrraturran daelrrah u rnturk me lrlaksanakan otonomil  dan 

tu rgas pelrmbantu ran. Khursurs bagil  Provilnsil  Ace lrh, pelrraturran daelrrah di lkelrnal delrngan 

nama Qanun Aceh. 37 

Pada Jurlil  2001 Pre lrsilde lrn Me lrgawati l Soelrkarno Purtri l melrnandatangani 

Urndang-Urndang Nomor 18 Tahurn 2001 telrntang Provinsi Nanggroer  Acerh 

Daru rssalam (NAD) dan me lrngaturr le lrbi lh jaurh Otonomil Khursurs (Otsurs) bagi l  

 

36 Ibid. 
37 Bambang Antariksa, “Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, 

Penga ltura ln, Fungsi, Da ln Ma lteri Mua lta ln Qalnun”, Jurnall Ilmialh Aldvokalsi, Vol. 5, No. 1, 2017, 

hlm. 17-33. 
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Provinsi NAD se lrpe lrrtil  adanya Mahkamah Syarilah, Qanurn, Lelrmbaga dae lrrah, zakat, 

kelrpolilsilan syarilah, ke lrpe lrmi lmpilnan adat dan lai ln-lai ln. Syarilat ilslam di l  Ace lrh 

di li lmple lrmelrntasi lkan selrcara formal selrtelrlah dilkelrlurarkannya Urndang-Urndang Nomor 44 

Tahurn 1999 telrntang Pelrnyelrlelrnggaraan Kelrilstilmelrwaan Provi lnsil Daelrrah Ilstilmelrwa 

Ace lrh dan Urndang-Urndang Nomor 18 Tahurn 2001 telrntang Otonomil  Khursurs bagi l  

Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 38 

Pelrraturran dan Urndang-Urndang telrrse lrburt telrlah me lrlelrgilti lmasil  syarilat I lslam di l  

Ace lrh selrbagail  landasan belrrbagail  aspe lrk ke lrhildu rpan se lrcara kaffah. Hal ilni l 

melrnjadilkan Acelrh belrrbe lrda delrngan provilnsil lailn dil  Ilndonelrsi la dalam melrnelrrapkan 

lrraturran pelrrurndang-u rndangan yang belrrdasarkan syarilat Ilslam. 

 

Pelrraturran daelrrah Provilnsil Ace lrh dilkelrnal delrngan nama Qanurn melrrurpakan 

produrk hu rkurm pelrraturran pelrrurndang-urndangan yang me lrmillilki l  ke lrkuratan bagi l  

se lrmu ra pelrnye lrlelrnggara pelrmelrri lntahan dan Masyarakat Acelrh yang belrragama I lslam 

maurpurn non-I lslam. Hal ilni l  melrnjadil  salah satur  kelrkhasan Provi lnsi l Ace lrh yang 

dilbelrril  kelrwelrnangan dan otonomil  khursurs dalam pelrnyelrlelrnggaraan pelrmelrri lntahan di l  

Acelrh. Se lrtelrlah dilbelrrlakurkan urndang-urndang khursurs i ltur, pelrmelrrilntah Acelrh telrlah 

melrngelrlu rarkan be lrrbagail  Qanurn yang belrrkailtan delrngan hurkurm, Pe lrndi ldilkan, 

elrkonomil, pelrradillan, poli lti lk, sosilal, burdaya, dan Qanurn lai ln yang masi lh dalam 

proses legislasi. 40 

Penelitian Terdahulu 
 

38 Ali Geno Berutu, “Khamr Criminal Act and Its Resolution In Subulussalam City, Aceh” 

Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 19, No. 2, 2019, hlm. 

141-158. 
39 Andi Muhammad Asrun, dkk., “Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuaikah 

denga ln Sistem Peralturaln Perunda lng-Unda lnga ln”, Ka lnun Jurnall Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2, 2019, 

hlm. 273-294. 
40 Ibid. 
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Pe lne llilti lan telrdahulu melrupakan acuan dalam me llakukan pe lne lli ltilan 

selhi lngga dapat me lmpelrbanyak teloril yang dilgunakan ke lti lka me lngkaji l  pelne lli ltilan. 

Belrilkut adalah belbe lrapa pe lnelliltilan telrdahulu yang belrkai ltan delngan pe lne lliltilan 

yang akan di llaksanakan: 

1.  Pelnelliltilan yang dillakukan olelh Sukadil  Suratman dan Muhammad Junaildi l 

(2019), delngan judul “Silste lm Pelngawasan Asuransil Syarilah Dalam Kajilan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Telntang Pelrasuransi lan”. Me ltode l 

yang dilgunakan dalam pelne lliltilan ilni l adalah pelne lliltilan yurildils normatilf. 

Hasill pe lne lli lti lan ilni l: 1) Pelngaturan Usaha Pelrasuransi lan yang di lmuat 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 telntang Pelrasuransi lan, selrta 

diltunjuknya Otori ltas Jasa Kuangan (OJK) selbagail Le lmbaga nelgara yang 

me lmi llilki l kuasa pelnuh dalam melnjalankan fungsi l  dan pelngawasan 

melli lputil pelrilzi lnan usaha pelrasuransi lan, tata kellola pelnye llelnggaraan 

pelrasuransilan, pe lrganti lan pe lmillilkan, pelnggabungan dan pellelburan, selrta 

sampail  pada pelmbubaran, lilkuildasi l, dan kelpailli ltan dalam dunila 

pelrasuransilan di l Ilndonelsila. 2) Kelndala yang di lhadapi l dalam pellaksanaan 

pelngawasan asuransi l  syari lah dilantaranya soal pe lmahaman Masyarakat. 

Antara lailn ke ltildaknyamanan masyarakat telrhadap produk asuransi l 

syarilah. Keltildaktahuan melnge lnail produk asuransil syarilah dan melkani lsme l 

kelrja melrupakan kelndala telrbelsar pelrtumbuhan asuransil  syarilah i lnil  
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2. . Akilbatnya, Masyarakat tildak telrtarilk melnggunakan asuransi l syari lah, dan 

lebih memilih jasa asuransi konvensional. 41 

3. Pe lrne lrli lti lan yang di llakurkan ole lrh Mohammad Filkril Mokogilnta (2017), 

delrngan jurdurl ”Pelrnelrrapan Pri lnsi lp Syarilah Dalam Pelrrasurransi lan Me lrnu rru rt 

Urndang-Urndang Nomor 40 Tahurn 2014”. Me lrtode lr  yang di lgurnakan dalam 

pelrnelrli lti lan i lni l ilalah melrtode lr  pe lrnelrli lti lan yurrildils normatilfl. Hasill pelrnelrli lti lan ilni l 

dilantaranya: (1) Pelrrasurransi lan syarilah me lrnggurnakan me lrtode lr  dan konselrpsi l 

be lrrbelrda daril  pelrrasurransi lan konvelrnsilonal. Hal i lni l karelrna dillandasil olelrh 

si lkap tolong melrnolong dan me lrli lndurngil selrhilngga dalam pelrlaksanaannya 

pe lrselrrta ataur  pelrmelrgang polils asurransil be lrkelrrjasama delrngan pelrrursahaan 

asurransi l  syarilah dalam melrnyelrdilakan dan me lrnge lrlola dana yang ti ldak 

di lte lrmurkan dalam konselrpsi l pelrrasurransilan konvelrnsilonal. (2) Pe lrnye lrle lrsai lan 

selrngkelrta dalam hurburngan hurkurm pelrrjanji lan asurransil  pada pelrrasurransi lan 

syari lah, dapat dilte lrmpurh pelrnye lrlelrsailan melrlaluri l pelrngadillan (liltilgasil), atau r  

pelrnye lrlelrsailan di l lu rar pelrngadillan. Di lantaranya melrlaluril  arbiltraselr  

alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi.42 

maurpurn 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

41 Sukadi Suratman dan Muhammad Junaidi, ”Sitem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam 

Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, Jurnal USM Law, Vol. 2, 

No. 1 , 2019, hlm. 70-75. 
42 Mohammad Fikri Mokoginta, ”Penerapan Prinsip Syariah Dalam Perasuransian 

Menurut Undalng-Unda lng No. 40 Ta lhun 2014”, Journall Lex Priva ltum, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 
29. 
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